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Abstrak

Peningkatan kebutuhan air bersih di Kabupaten Magelang menuntut model tata kelola inklusif dan berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji model Quintuple Helix Innovation (QHI) dalam pengelolaan bank air bersih berbasis
masyarakat di Lereng Gunung Sumbing, dengan memetakan peran dan sinergilima aktor: pemerintah, akademisi, DUD],
masyarakat, dan lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa QHI meningkatkan efektivitas distribusi air,
memperkuat kelembagaan lokal, serta membangun kesadaran ekologi. Koperasi Darmowarih Tirtolestari menjadi
aktor sentral dalam pengelolaan bank air bersih yang didukung oleh sinergi antara pemerintah, akademisi, DUD],
dan masyarakat lokal. Peran lingkungan bukan sekadar objek konservasi, melainkan ruang produksi pengetahuan
dan inovasi. Model ini menciptakan sistem pengelolaan air yang efisien dan kolaboratif. Namun, tantangan struktural
seperti lemahnya replikasi kebijakan, kapasitas SDM, dan relasi kuasa dalam kebijakan air menunjukkan perlunya
reformasi kelembagaan dan keberpihakan ekonomi-politik agar model QHI mampu mewujudkan keadilan ekologis
dan transformasi sosial.

Kata kunci: QHI, Tata Kelola Air, Bank Air Bersih, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

The increasing demand for clean water in Magelang Regency necessitates an inclusive and sustainable governance
model. This study aims to examine the Quintuple Helix Innovation (QHI) model in community-based clean water bank
management on the slopes of Mount Sumbing by mapping the roles and synergy of five key actors: government, academia,
business/industry (DUDI), community, and the environment. Using a qualitative approach, data were collected through
in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that QHI improves water
distribution efficiency, strengthens local institutions, and fosters ecological awareness. Koperasi Darmowarih Tirtolestari
serves as the central actor in managing the water bank, supported by the synergy among government, academia,
business actors, and the local community. The environment is not merely an object of conservation but also a space
for knowledge and innovation production. While the model creates a collaborative and efficient governance system,
structural challenges such as weak policy replication, limited human resource capacity, and power relations in water
governance highlight the need for institutional reform and strong political-economic commitment to realize ecological
Jjustice and social transformation.

Keywords: QHI, Water Governance, Clean Water Bank, Sustainable Development

Pendahuluan air bersih yang dihabiskan untuk konsumsi

Peningkatan aktivitas pembangunan dan
pertumbuhan penduduk berdampak langsung
pada meningkatnya kebutuhan air bersih yang
layak konsumsi (Djuwita et al., 2021; Liu & Cao,
2021; Widyarani et al.,, 2022). Rata-rata jumlah

rumah tangga Indonesia sekitar 13.373,279
hingga 20.848,902 juta m3/tahun (Badan
Pusat Statistika; & Kementerian Dalam Negeri,
2021). Ketimpangan antara permintaan dan
ketersediaan air menyebabkan air bersih
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menjadi komoditas yang semakin langka,
terutama di daerah yang mengalami tekanan
ekologis dan urbanisasi cepat (Bisung & Elliott,
2018; Tri Prasetya et al., 2013). Proyeksi untuk
tahun 2050 menunjukkan bahwa permintaan
global untuk air minum saja dapat tumbuh
hingga 55% padahal ketersediaan sumber daya
air semakin menurun (Unesco. & World Water
Assessment Programme (United Nations),
2006).

Beberapa kawasan di Pulau Jawa, sebagai
pusat pembangunan infrastruktur dan
ekonomi, mengalami bencana kekeringan
yang parah akibat dari perubahan iklim global
(Purwanto, 2020), perluasan wilayah pertanian
dan perkotaan, pemanfaatan air berlebihan
sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi,
keterbatasan fasilitas suplai air, serta minimnya
manajemen risiko dan upaya pencegahan
bencana kekeringan (Suaib & Nain, 2023;
Zubaedi, 2013). Tahun 2019, BNPB melaporkan
129 peristiwa kekeringan yang menyebabkan
krisis air bersih. Peristiwa kekeringan terbanyak
terjadi di Jawa Tengah, yakni sebanyak 30
peristiwa (Ife & Tesoriero, 2014).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akses
universal air bersih yang bisa diakses setiap saat
oleh masyarakat dan kualitasnya memenuhi
standar kesehatan (Asian Development
Bank (ADB), 2016; Kolokytha, 2022) belum
membuahkan hasil karena ketersediaan
anggaran masih jauh dari kebutuhan (Asian
Development Bank (ADB), 2016). Bahkan,
berdasarkan data USAID dan IUWASH tahun
2019, Indonesia berada pada peringkat terakhir
masalah akses air bersih dan sanitasi di ASEAN
(Zhangetal., 2017). Meskipun Indonesia negara
kaya air secara global (Bappenas RI, 2020), tetapi
disparitas wilayah membuat sejumlah daerah
seperti Kabupaten Magelang menghadapi
krisis air bersih, terutama di musim kemarau
(Marinoski et al.,, 2018; Hertiavi et al., 2021).

Sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai
(DAS) Progo yang berisiko kekeringan
menengah-tinggi (Liyantono et al., 2022).
Kabupaten Magelang menghadapi tantangan
serius dalam menjamin akses universal
terhadap air bersih. Upaya pemerintah melalui
dropping air dan pembangunan SPAM skala
kecil belum sepenuhnya mampu menyelesaikan
akar persoalan. Selain faktor pembiayaan,
pendekatan top-down yang dominan belum
menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat
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secara menyeluruh (Apriyanto & Aryanti, 2019).
Di sisi lain, masyarakat memiliki inisiatif lokal
yang berpotensi menjadi solusi alternatif, salah
satunya adalah model pengelolaan bank air
bersih berbasis masyarakat.

Tantangan besar yang harus dilakukan
untuk mengatasi persoalan tersebut adalah
dengan menambah jumlah akses air bersih
yang mendorong keberlanjutan pengelolaan
sumber daya air secara kolektif berbasis
kearifan lokal (Avia et al., 2023; Kusbandianto,
2023; Saraswaty, 2024), melalui pendekatan
kolaboratif berbasis masyarakat (Zhang et al.,
2017). Pendekatan ini merupakan jalan tengah
mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah
sehingga masyarakat di daerah Krisis air dan
sulit dijangkau oleh perusahaan daerah air
minum (PDAM) bisa menjadi pelaku utama
dalam penyediaan akses air bersih dari hulu
ke hilir. Mulai perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan distribusi, pelayanan, hingga
evaluasi (Asian Development Bank (ADB), 2016).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
akan berhasil jika ada perubahan besar dalam
konseptualisasi pemikiran, pendekatan, dan
kebijakan pengelolaan air berkelanjutan (Manju
& Sagar, 2017; Wibowo et al.,, 2021).

Kondisi ini menuntut pendekatan baru
yang bersifat kolaboratif, terintegrasi, dan
berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang
mulai berkembang adalah Quintuple Helix
Innovation (QHI), yang menggabungkan peran
pemerintah, akademisi, dunia usaha dunia
insustri (DUDI), masyarakat, dan lingkungan
dalam satu kerangka kerja inovasi untuk
pembangunan berkelanjutan (Carayannis et al.,
2012; Sakina etal., 2023). Pendekatan ini dinilai
mampu menjawab kompleksitas pengelolaan
sumber daya air melalui sinergi multiaktor
yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
lokal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi dan merumuskan
model kolaborasi Quintuple Helix Innovation
(QHI) dalam pengelolaan bank air bersih
berbasis masyarakat di Kabupaten Magelang,
serta mendeskripsikan sejauh mana sinergi
antaraktor mampu menjamin keberlanjutan
akses air bersih di tingkat lokal.

Kerangka Teoritis

Model kolaborasi dalam inovasi awalnya
dikenal melalui pendekatan Triple Helix yang
dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff
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Elemen Helix Quadruple Helix

Quintuple Helix

Aktor Inti

Fokus Inovasi Sosial dan budaya

Tujuan Strategis

Relevansi Kontekstual Smart city, budaya digital
Elemen Helix Quadruple Helix

Partisipasi dan responsivitas sosial

Akademisi, DUDI, Pemerintah, Masyarakat Akademisi, DUDI, Pemerintah, Masyarakat,

Lingkungan

Sosial-ekologis dan keberlanjutan
Ketahanan ekosistem dan keadilan sosial-
lingkungan

Krisis iklim, pengelolaan air, transisi ekologi
Quintuple Helix

Tabel 1. Perbedaan Elemen Helix
Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

pada akhir 1990-an. Model ini menekankan
interaksi antara tiga aktor utama: akademisi,
dunia usaha, dan pemerintah. Namun,
pendekatan ini dinilai belum cukup dalam
menangani kompleksitas persoalan sosial dan
ekologis kontemporer. Atas dasar itu, Carayannis
dan Campbell (2010) mengembangkan model
Quadruple Helix dengan menambahkan unsur
masyarakat sipil (civil society) sebagai dimensi
keempat yang memediasi proses inovasi
berbasis nilai sosial dan budaya. Selanjutnya,
untuk mengatasi tantangan lingkungan global
seperti perubahan iklim dan krisis air, lahirlah
pendekatan Quintuple Helix Innovation (QHI).
Model ini menambahkan dimensi lingkungan
(environment/ecology) sebagai pilar kelima
yang mengintegrasikan pengetahuan dan
keberlanjutan dalam satu kerangka sistem
inovasi. QHI memfasilitasi inovasi berbasis
ekosistem, di mana keberhasilan inovasi tidak
hanya diukur dari efisiensi ekonomi tetapi juga
dari daya lenting sosial dan ekologis.
Pendekatan ini yang dirangkum dalam empat
indikator utama, yaitu sinergi, sinkronisasi,
koordinasi dan penyelenggaraan (Adi, 2017;
Alfiandri & Irawan, 2023). Konsep quintuple helix
merupakankolaborasi4 (lima) unsur stakeholder,
yaitu: Akademisi (Academician), (Dunia
Usaha Dunia Industri) Business, Masyarakat
(Community), Pemerintah (Government)
(Sakina et al., 2023) dengan menambahkan
dimensi lingkungan (Environment/Ecology),
yang selanjutnya disebut ABCGE sebagai faktor
penting dalam pembangunan berkelanjutan
(Carayannis & Lattu, 2022; Carayannis et al.,
2012). Model ini menekankan pentingnya
integrasi interaksi antara manusia dan alam
sebagai bagian integral dari inovasi sosial
dan teknologi yang berkelanjutan (Afonso
et al.,, 2012; Carayannis & Campbell, 2010;
Mineiro et al.,, 2021; Muhyi & Chan, 2017), yang
penerapannya dinilai mampu meningkatkan

kinerja, jaringan, dan berkontribusi terhadap
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem
(Akmalluddin & Ediyono, 2023; Narendra et al.,
2021; Ratna Reddy et al., 2017; Wirata et al,,
2023). Dua kunci utama yang harus dilakukan
dalam proses tersebut adalah pemberian
kewenangan dan pengembangan kapasitas
masyarakat agar tercipta suatu perubahan sosial
yang menyeluruh (Sakina et al,, 2021, 2022;
Soetomo, 2012).

State of Arts: Pendekatan Alternatif
Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan
Kabupaten Magelang yang memiliki
potensi 10 sungai besar dan 55 mata air (Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang,
2020; Kabupaten Magelang, 2021) belum
bisa mengelola dengan maksimal karena
selama musim kemarau selalu terjadi persoalan
Kkrisis air bersih. Berdasarkan persoalan yang
terjadi serta potensi yang dimiliki, masyarakat
berupaya mengelola potensi untuk mengatasi
persoalan krisis air bersih dengan membangun
inovasi pengelolaan bank air melalui kolaborasi
multipihak. Penelitian yang mengkaji tentang
Quintuple Helix Innovation dalam pengelolaan
bank air belum pernah dilakukan. Studi ini unik
karena menggabungkan konsep yang belum
pernah dipadukan dalam penelitian sebelumnya.
Pendekatan ini sangat relevan mengingat
masalah ketidakseimbangan kekuasaan dan
dominasi hierarki pemerintah seringkali menjadi
hambatan dalam pemberdayaan masyarakat
sejati. Penelitian sebelumnya cenderung
membahas pengelolaan air secara fisik melalui
program PAMSINAS. Seperti penelitian Maryati,
Rahmani, & Rahajeng (2018) yang memaparkan
bahwa keterbatasan pemerintah memenuhi
kebutuhan air bersih mendorong pembangunan
SPAM yang dikelola masyarakat (Maryati et al.,
2018). Proses belajar sosial yang dilakukan
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masyarakat belum dikaji secara komprehensif
dalam penelitian tersebut.

Penelitian lain juga masih sebatas membahas
efektifitas dan keberhasilan penggunaan
pendekatan quintuple helix, belum menghasilkan
model Quintuple Helix Innovation yang bisa
direplikasi secara langsung dalam pengelolaan
air bersih dan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini terlihat dari penelitian Irungu et al.
(2023) yang memaparkan bahwa kolaborasi
pemangku kepentingan telah membantu
merangsang pertumbuhan neo-endogen dan
berkontribusi pada pencapaian SDGs (Hardani
et al,, 2022; Irungu et al,, 2023). Pengalaman
Schroth dengan rekan-rekannya menunjukkan
bahwa pendekatan tersebut dapat memberikan
kerangka kerja inklusif dan berkelanjutan untuk
memperkuat kolaborasi lintas sektor meskipun
kemampuan dan sumber daya terbatas (Schroth
etal, 2021).

Berdasarkan penelitian Engkus etal. (2022),
kerjasama dan kontribusi lintas sektor sangat
dibutuhkan dalam mewujudkan perbaikan
DAS, tetapi untuk menjaga keberlanjutan
diperlukan dukungan anggaran (Paramasatya et
al,, 2021). Hal serupa dipaparkan Paramasatya
et al. (2021) membuktikan bahwa aplikasi
quintuple helix yang melibatkan masyarakat
sebagai aktor utama, terbukti efektif memenuhi
keberlangsungan penghidupan (Abubakar
et al,, 2023; Sugiyono, 2021). Kajian-kajian
tersebut berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan. Penelitian ini menitikberakkan
pada pendekatan QHI yang merupakan hasil
pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan
melalui kerjasama antar stakeholder. Penelitian
ini memiliki unsur kebaruan (novelty) yang bisa
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualititatif dengan
pendekatan deskriptif (Harahap, 2020; Purba
& Parulian Simanjuntak, 2011). Menurut
Borgan dan Taylor, penelitian pada hakikatnya
merupakan suatu upaya untuk menemukan
kebenaran atau untuk lebih membenarkan
kebenaran, sehingga bisa menemukan makna
yang terkandung di balik data sebagai makna
tersembunyi atau sengaja disembunyikan
(Hardanietal., 2020; Subandi, 2011). Pendekatan
penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk
memahami dan memberikan makna pada
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subjek dengan menganalisis serta memberikan
gambaran yang lengkap tentang semua gejala
yang tampak (Hardani et al., 2020; Purba &
Parulian Simanjuntak, 2011). Analisisnya
berbasis masalah sosial dan selalu berorientasi
pada tindakan dan proses dalam konteks
kehidupan yang dilakukan oleh stakeholders
terkait program (Abubakar, 2021). Berdasarkan
tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan
jenis penelitian deskriptif analitik (Subandi,
2011) untuk menjelaskan konsep Quintuple
Helix Innovation sebagai solusi untuk mengatasi
masalah krisis dan pengelolaan sumber daya air.
Unit analisis penelitian ini adalah pengelolaan
bank air bersih di Lereng Gunung Sumbing
yang mencakup proses, pelaku, dan dinamika
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
lembaga terkait dalam mengelola sumber daya
air bersih. Selain itu, unit analisis juga meliputi
peran dan interaksi informan dalam mendukung
keberhasilan pengelolaan bank air bersih.

Data penelitian terdiri atas data primer
dan sekunder. Data primer berupa tempat dan
peristiwa terkait dengan yang dikumpulkan
melalui observasi, wawancara, dan diskusi
kelompok terarah secara bertahap (Purba
& Parulian Simanjuntak, 2011). Observasi
dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh stakeholders terkait pengelolaan
bank air di desa-desa kawasan Sub DAS
Tangsi, DAS Progo, Kabupaten Magelang.
Wawancara mendalam dan FGD dilakukan untuk
memperoleh data dari tiga jenis informan: (1)
informan kunci atau pihak-pihak yang menyusun
dan mengoperasikan program, yakni pihak
Pemerintah Kabupaten Magelang (5 orang) (G),
Pengelola Koperasi Darmowarih Tirtolestari (6
orang) (B), Perguruan Tinggi (2 orang) (A); (2)
Informan utama yang menjadi objek dan sasaran
program, yakni Masyarakat (8 orang perwakilan
dari desa-desa pengguna air bersih) (C); (3)
Informan pendukung, yaitu subjek-subjek yang
mengetahui kultur serta pola-pola kehidupan
masyarakat, yakni tokoh masyarakat (4 orang
kepala desa dan 2 ketua kelompok sosial) yang
dilakukan secara purposif, sedangkan data
sekunder berasal dari kajian literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman (Abubakar, 2021;
Subandi, 2011). yang mencakup reduksi data,
penyajian data, serta penarikan dan verifikasi
kesimpulan (Purba & Parulian Simanjuntak, 2011).
Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi
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relevan sesuai fokus penelitian, kemudian disusun
secara tematik berdasarkan hasil wawancara dan
dokumentasi. Data dianalisis untuk mengungkap
pola sinergi antaraktor dalam model QHI, serta
mengidentifikasi kontribusi dalam pengelolaan
air bersih berbasis masyarakat. Untuk menjamin
validitas data, dilakukan triangulasi dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi, sehingga menghasilkan
temuan yang kredibel, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2021).
Pendekatan ini mampu menggambarkan
keterkaitan antara teori QHI dan praktik lapangan
secara aplikatif, serta mengungkap dinamika
keberhasilan dan tantangan pengelolaan air bersih
berbasis masyarakat.

Hasil

Pengelolaan bank air bersih berbasis
masyarakat merupakan suatu strategi
pengelolaan yang kegiatannya berpusat
kepada masyarakat. Karakteristik yang paling
menonjol dari pengelolaan ini yakni seluruh
kegiatan mulai dari perencanaan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan
berada di tangan masyarakat (Purwanto,
2020). Pengelolaan bank air bersih berbasis
masyarakat di Lereng Gunung Sumbing
dilakukan untuk menanggulangi krisis air bersih.
Bukan hal mudah untuk mengembangkan
dan mempertahankan eksistensi pengelola
bank air bersih yang memiliki wadah Koperasi
Darmowarih Tirtolestari hingga saat ini.

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan
konvensional yang cenderung menitikberatkan
padaperan pemerintah sebagai penyedia layanan
atau pada model partisipasi sektoral terbatas,
pendekatan Quintuple Helix Innovation (QHI)
menawarkan kerangka kolaborasi yang lebih
integratif dan transdisipliner. QHI tidak hanya
melibatkan aktor klasik seperti pemerintah (G),
akademisi (A), dan dunia usaha (B), tetapi juga
menambahkan dua dimensi penting: masyarakat
(C) sebagai pelaku sosial utama dan lingkungan
(E) sebagai sumber daya sekaligus basis
pengetahuan ekologis. Dengan demikian, QHI
mampu menyinergikan inovasi sosial, teknologi,
dan ekologi dalam satu model pengelolaan, yang
menjadikan kolaborasi lintas sektor ini lebih
adaptif terhadap tantangan kompleks seperti
krisis air bersih dan perubahan iklim.

Pada saat perencanaan misalnya, terdapat
kendala dalam upaya membangun jaringan

infrastruktur air bersih. Kendala tersebut
terkait dana yang akan digunakan untuk
membangun infrastruktur dan kapasitas sumber
daya manusia yang tersedia. Kendala yang
dihadapi oleh masyarakat dalam perencanaan
pengelolaan bank air bersih, yaitu berupa
biaya. Masyarakat telah melakukan identifikasi
masalah dan perencanaan dengan baik, tetapi
untuk merealisasikan pengelolaan itu butuh
biaya yang banyak dan masyarakat tidak mampu
berswadaya dalam hal biaya. Oleh karena itu,
masyarakat setempat membutuhkan bantuan
dari pihak lain.

Hingga kemudian pada tahun 2002,
ketika masyarakat melakukan perencanaan
pengelolaan, saatitu pula pemerintah Kabupaten
Magelang memiliki program pembangunan
jaringan air bersih perdesaan akibat dampak
kekeringan. Dana program tersebut berasal
dari pusat tepatnya berasal dari kompensasi
dana BBM. Agar program ini dapat berjalan
dengan baik pemerintah Kabupaten Magelang
memberikan syarat kepada calon pengelola
bank air bersih berupaya untuk mengajukan
proposal pembangunan infrastruktrur di dua
desa, yakni Desa Wonogiri dan Desa Kwaderan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
yang dananya berasal dari DAK pemerintah
pusat, untuk mengatasi keterbatasan dana
masyarakat. Sebelumnya juga telah dilakukan
penelitian hidrologi di Lereng Gunung Sumbing
oleh DPU Kabupaten Magelang bekerjasama
dengan UGM pada tahun 2002 yang menyatakan
bahwa terdapat mata air yang sangat melimpabh,
memenuhi standar kesehatan, dan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat disekitarnya
apabila dialirkan secara gravitasi.

Pada tahun 2002 Kepala Desa beserta BPD
Desa Kwaderan dan Wonogiri mengajukan
proposal ke DPU Kabupaten Magelang
untuk memperoleh fasilitas pipa dan bak
penampungan air yang selanjutnya dikelola
oleh masyarakat. Pada tahun 2003, permohonan
proposal dikabulkan sehingga melalui program
pemerintah tersebut masyarakat mendapatkan
infrastruktur Tahap 1 dan dilanjutkan tahap-
tahap tahun berikutnya sampai 6 kali tahapan
kegiatan hingga tahun 2010 dapat dimanfaatkan
untuk mengalirkan air ke desa-desa yang
membutuhkan. Inovasi yang bisa dihasilkan
dari sejarah panjang kolaborasi pengelolaan
bank air bersih di Lereng Gunung Sumbing
Kabupaten Magelang adalah Model Quintuple
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Helix Innovation (QHI), yang merupakan
pelibatan lima aktor utama, yakni: pemerintah,
akademisi, DUDI, masyarakat, dan lingkungan,
dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan
secara inklusif dan kolaboratif. Model QHI
sangat relevan dalam pengelolaan bank
air bersih di Kabupaten Magelang karena
melibatkan interaksi dan sinergi antar-aktor
untuk menanggulangi krisis air bersih menahun.
Terlebih sumber daya alam yang melimpabh,
seperti pegunungan dan aliran sungai, dapat
dimanfaatkan sebagai fondasi dalam inovasi
pengelolaan bank air bersih berbasis QHI.
Model QHI diadaptasi untuk menciptakan
sinergi antara pengetahuan, inovasi, dan
keberlanjutan ekologi. Penerapan QHI di
Kabupaten Magelang menghadirkan pendekatan
holistik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan
air bersih masyarakat, tetapi juga memperkuat
sinergi antara pengembangan ekonomi
kerakyatan berbasis pengetahuan, inovasi
teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan ini menawarkan solusi inovatif
yang mampu menghadapi tantangan lingkungan
global, seperti pemanasan global dan krisis
air bersih, serta mampu menciptakan solusi
atas krisis air bersih dengan pendekatan
yang integratif dan adaptif di masyarakat.
Dampak nyata dari penerapan pendekatan ini
di Kabupaten Magelang adalah tersedianya
akses air bersih bagi ribuan warga di desa-desa
di Kecamatan Kajoran dan Salaman sehingga
masyarakat tidak bergantung pada dropping
air dari pemerintah dan kesadaran konservasi
di tingkat lokal meningkat. Di sisi ekologis,
pelestarian kawasan hulu dan pembangunan
embung turut menjaga debit air dan mengurangi
risiko kekeringan ekstrem. Selain itu, inisiatif
ini telah mendorong kerjasama lintas desa
untuk menjamin distribusi air secara adil antara
wilayah hulu dan sinergi lintas sektor yang
lebih erat antara akademisi, pemerintah, DUDI,
dan masyarakat dalam merespons dampak
perubahan iklim secara terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Magelang
menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung
pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat
melalui pendekatan Quintuple Helix Innovation
(QHI), dengan fokus pada penyediaan
infrastruktur, kebijakan partisipatif, dan
penguatan kapasitas masyarakat. Melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dari pemerintah pusat, pemerintah membangun
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jaringan pipa, bak penampungan, dan sistem
distribusiair bersih yang menjadi fondasi penting
pengelolaan air mandiri oleh masyarakat.
Kebijakan ini dirancang sejak krisis air tahun
2002, sebagai bentuk komitmen pemerintah
mendorong masyarakat untuk terlibat aktif
dalam perencanaan dan pengajuan proposal
pembangunan, serta memberikan mandat
pengelolaan infrastruktur kepada Koperasi
Darmowarih Tirtolestari pada tahun 2010.
Dukungan kelembagaan juga diperkuat melalui
perjanjian antar 9 desa untuk memastikan
tata kelola bersama yang berkelanjutan. Di
sisi lain, meskipun keterlibatan pemerintah
pasca-pembangunan terbatas, pelatihan dan
pendampingan teknis tetap dilakukan guna
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
menjaga dan mengelola sumber daya air secara
mandiri dan berkelanjutan.

Akademisi memainkan peran penting
dalam mendukung pengelolaan bank air bersih
berbasis masyarakat di Lereng Gunung Sumbing
melalui pendekatan QHI, terutama dalam
aspek penelitian, penyediaan data, transfer
teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.
Sejak tahun 2002, akademisi dari UGM telah
melakukan kajian hidrologi yang menjadi
dasar pembangunan jaringan air bersih
berbasis gravitasi, sedangkan UPN Veteran
Yogyakarta memberikan kontribusi dalam
edukasi konservasi dan pelatihan manajemen
sumber daya air. Selain menyediakan data dan
analisis debit air yang mendukung perumusan
kebijakan lokal, akademisi juga memperkenalkan
teknologi tepat guna seperti sumur resapan,
embung, serta sistem pemantauan berbasis
[oT bersama AKATIRTA. Peran pemberdayaan
diperkuat melalui pendampingan kelembagaan
masyarakat oleh STPMD APMD, yang berfokus
pada pengorganisasian koperasi, pengambilan
keputusan partisipatif, dan pengelolaan mandiri.
Meskipun demikian, tantangan tetap ada,
seperti keterbatasan dalam menyampaikan
hasil riset secara praktis kepada masyarakat,
kurangnya keberlanjutan pendampingan setelah
implementasi, serta ketergantungan pada ahli
eksternal untuk transfer teknologi. Namun,
melalui kemitraan yang terus berkembang
dengan berbagai perguruan tinggi, proses
pendampingan tetap berjalan meskipun belum
sepenuhnya optimal.

Pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DUDI) berperan penting dalam pembangunan
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dan pengelolaan bank air bersih di Lereng
Gunung Sumbing melalui perencanaan teknis,
pelaksanaan pembangunan, dan dukungan
terhadap keberlanjutan infrastruktur. CV
Tata Reka sebagai konsultan merancang
sistem distribusi air berbasis gravitasi dan
mengawasi pembangunan jaringan pipa
dan bak penampungan, sementara PDAM
memberikan masukan terkait teknologi tepat
guna dan strategi pemeliharaan jangka panjang.
DUDI berkolaborasi dengan pemerintah dan
masyarakat dalam menyelesaikan proyek
infrastruktur air bersih secara bertahap di
delapan desa selama periode 2003-2010.
Meskipun kontribusi teknis DUDI signifikan,
tantangan utama adalah rendahnya keterlibatan
dalam pendanaan berkelanjutan karena orientasi
bisnis yang masih dominan pada keuntungan
dan belum kuatnya implementasi tanggung
jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Selain itu,
keterbatasan regulasi dan rendahnya partisipasi
masyarakat turut memperumit kesinambungaan
pengelolaan infrastruktur secara optimal dan
berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
bank air bersih di Lereng Gunung Sumbing,
melalui Koperasi Darmowarih Tirtolestari,
menjadi pilar penting dalam penerapan
model QHI meskipun tidak terlibat sejak
tahap pembangunan infrastruktur. Setelah
infrastruktur diserahkan oleh pemerintah
pada tahun 2010, masyarakat membentuk
kelembagaan koperasi dan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang mengelola distribusi
air secara adil, menetapkan aturan internal,
serta bertanggung jawab dalam operasionalisasi
dan pemeliharaan sistem air bersih. Salah
satu bentuk inovasi partisipatif yang muncul
adalah kerja sama antardesa antara wilayah
hulu dan hilir untuk menjamin distribusi dan
konservasi sumber daya air. Bukti konkret
partisipasi masyarakat terlihat dari sejumlah
inisiatif dan praktik kolektif yang dilakukan
secara mandiri. Masyarakat menyusun AD/
ART koperasi, mengatur sistem tarif, serta
menunjuk pengelola di tiap desa untuk bertugas
mencatat pelanggan, mengatur distribusi
air, dan menangani perbaikan ringan. Proses
pengambilan keputusan juga dilakukan secara
musyawarah melalui forum partisipatif,
menunjukkan kuatnya semangat gotong royong
dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi antara
desa hulu dan hilir menjadi bentuk adaptasi

sosial-ekologis yang menjamin keadilan
distribusi dan pelestarian sumber air. Selain
itu, keterlibatan masyarakat dalam pelatihan
teknis dan konservasi lingkungan menunjukkan
adanya kesediaan belajar dan tumbuh bersama
dalam sistem pengelolaan berbasis masyarakat
Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam
aspek teknis dan kelembagaan, inisiatif lokal ini
membuktikan bahwa masyarakat bukan hanya
penerima manfaat, melainkan juga pelaku utama
dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Keberlanjutan lingkungan sebagai unsur
kelima dalam model QHI memainkan peran
krusial dalam pengelolaan bank air bersih di
Lereng Gunung Sumbing, dengan dinamika
yang melibatkan interaksi antara kondisi
ekosistem pegunungan dan upaya konservasi
oleh berbagai aktor. Mata air melimpah yang
menjadi sumber utama air bersih sangat
bergantung pada kelestarian hutan, vegetasi
penutup, serta tata kelola lahan di kawasan
hulu. Namun, ancaman seperti erosi, degradasi
lingkungan, dan alih fungsi lahan pertanian
ke pemukiman menimbulkan tekanan besar
terhadap kualitas dan kuantitas air. Pelestarian
hutan dan daerah resapan menjadi kunci,
yang dalam praktiknya memerlukan sinergi
masyarakat, pemerintah, akademisi, dan DUDI
melalui kegiatan seperti reboisasi, pengendalian
erosi, serta pengembangan teknologi pengolahan
air. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga
dilakukan melalui pembangunan embung,
perbaikan infrastruktur irigasi, dan penguatan
vegetasi di daerah tangkapan air. Kesadaran
dan pendidikan lingkungan masyarakat
menjadi fondasi jangka panjang untuk menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan dan
pelestarian sumber daya air, meskipun masih
diperlukan peningkatan kapasitas, regulasi, dan
pengawasan yang konsisten untuk mencegah
kerusakan ekologis yang lebih besar. Proses
ini menggambarkan bahwa keberlanjutan
lingkungan dalam pengelolaan bank air tidak
dapat dipisahkan dari praktik sosial, kebijakan,
dan inovasi lintas sektor yang saling mendukung.

Berpijak pada data di atas, 9 desa di Lereng
Gunung Sumbing Kecamatan Kajoran dalam
kawasan Sub DAS Tangsi telah membuktikan
bahwa masyarakat mampu mengembangkan
model QHI dalam mengatasi kebutuhan warga
berupa pelayanan pengaliran air bersih,
mulai dari perencanaan, pengajuan proposal
pembangunan, pelembagaan, pelayanan
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pendistribusian, pelestarian air bersih,
pemantauan dan evaluasi. Pilihan koperasi
sebagai lembaga pengelola sekaligus penyedia
air bersih juga mendatangkan keuntungan
ekonomis terhadap desa. Selain itu, masyarakat
melalui kelembagaan koperasijuga berkontribusi
pada pelaksanaan pembangunan berdasarkan
undang-undang.

Melalui pendekatan Quintuple Helix
Innovation, para aktor dapat bekerja sama
untuk membangun kesadaran dan penguatan
sosial yang berkelanjutan, serta memastikan
pengelolaan sumber daya air yang bijaksana
di Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan
bank air bersih yang dilakukan oleh masyarakat
di kawasan Lereng Gunung Sumbing Kecamatan
Kajoran sangat memberikan manfaat bagi
kesejahteraan penduduk setempat. Dari tahun ke

tahun pelanggan air bersih semakin meningkat.
Dua desa yang dulunya selalu minta dropping
air dari BPBD Kabupaten Magelang sudah tidak
lagi meminta bantuan. Walaupun debit air yang
mengalir ke dua desa tersebut berkurang saat
musim kemarau tiba namun tidak membuat
desa tersebut krisis air seperti yang pernah
terjadi sebelumnya. Berikut disajikan tabel
analisi elemen Quintuple Helix Innovation (QHI)
dalam Pengelolaan Bank Air Bersih Berbasis
Masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa
pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat
di Lereng Gunung Sumbing, Kabupaten
Magelang, merupakan bentuk inovasi kolaboratif
yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam
kerangka Quintuple Helix Innovation (QHI).
Pengelolaan ini dipelopori oleh masyarakat

Elemen Peranan
Pemerintah:
1. Pemerintah Desa dan Kecamatan
2. Dinas Pekerjaan Umum a. Pembangunan infrastruktur air bersih mulai dari perencanaan,
3. Dinas Pertanian dan Pangan pelaksanaan, hingga penagwasan
4. Dinas Lingkungan Hidup b. Penyusunan blue print pengelolaan bank air bersih yang
5. Bappeda dan Litbangda layak dan aman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Pendampingan masyarakat
7. CDK Prov. Jawa Tengah Wilayah IX d. Koordinasi bersama multistakeholder melalui Forum
8. BPDAS Serayu Opak Progo Koordinasi Pengelolaan DAS Progo
9. BBWS Serayu Opak

10. Kementerian Lingkungan Hidup

a. Konsultan Perencana

Pelaksana Pembangunan infrastruktur air bersih
c. Penyusunan blue print pengelolaan bank air bersih yang

layak dan aman

Pihak DUDI
1. CV.TataReka
2. PDAM
d.
Akademisi
a. UGM Yogyakarta E’
b. UPN Veteran Yogyakarta c.
c. STPMD “APMD” d.
d. AKATIRTA '
Masyarakat lokal melalui Koperasi Darmowarih
Tirtolestari dan kelompok peduli mata air, yakni: &
b.
1. Yayasan Kuncup Mekar c
2. Tangsi Lestari '
d.
3. Kompas Progo
4. Paguyuban Peduli Kali Magelang fe.
5. Jogo Kali Pabelan '
Lingkungan a
1. Kawasan Recharge Area b.
2. Sumber Mata Air '
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) ¢
d.
4. Hutan
5. Pertanian e

Pengkapasitasan masyarakat pengelola

Pelaksana penelitian hidrologi

Penyusunan blue print

Pelaksana pelatihan dan pengembangan SDM pengelola
Pendampingan kelompok masyarakat

Pelaku dan pengelola bank air bersih
Perencana kelembagaan

Pelayanan pendistribusian

Pelestarian dan Konservasi air bersih
Pemantauan dampak

Evaluasi dan penilaian kegiatan-kegiatan

Ketersediaan sumber air yang melimpah
Pelestarian kawasan hulu

Pengendalian erosi

Adaptasi terhadap perubahan iklim.
Keberlanjutan sistem pengelolaan air

Tabel 2. Analisis Elemen Quintuple Helix Innovation (QHI) dalam Pengelolaan Bank Air Bersih
Berbasis Masyarakat
Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025
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melalui pembentukan Koperasi Darmowarih
Tirtolestari, yang mengelola infrastruktur
air bersih hasil dari program pembangunan
jaringan air bersih perdesaan dan dukungan
Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
Koperasi ini menjadi lembaga utama dalam
sistem distribusi, pemeliharaan, dan konservasi
sumber daya air, sekaligus menunjukkan bahwa
institusi lokal yang kuat merupakan fondasi
penting bagi pengelolaan air yang efektif dan
berkelanjutan.

Penerapan model QHI yang melibatkan
lima aktor utama (pemerintah, akademisi,
dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan)
secara sinergis mampu menciptakan solusi
integratif dan adaptif terhadap krisis air
bersih di wilayah tersebut. Sejak tahun 2010
hingga saat ini, pengelolaan air bersih tetap
berjalan berkelanjutan berkat partisipasi
aktif masyarakat dan komitmen kelembagaan
koperasi. Masyarakat tidak hanya berperan
sebagai pengguna air, tetapi juga sebagai pelaku
konservasi, seperti yang ditunjukkan melalui
kegiatan perlindungan kawasan hulu dan
konservasi hutan di daerah tangkapan air Sub
DAS Tangsi, termasuk di Desa Sukorejo. Kegiatan
ini mencakup penanaman pohon tahunan,
pembangunan embung, sumur resapan, serta
pengalokasian dana koperasi sebesar 5% dari
Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk konservasi dan
tanggung jawab sosial kepada desa-desa mitra.

Kegiatan konservasi ini tidak dilakukan
secara sendiri, tetapi melibatkan berbagai
pemangku kepentingan seperti Dinas PUPR,
DLH, Dinas Pertanian, BPBD, CDK Provinsi Jawa
Tengah Wilayah IX, BPDAS Serayu Opak Progo,
BBWS Serayu Opak, dan PDAM Kabupaten
Magelang. Selain itu, dukungan dari LSM seperti
Yayasan Kuncup Mekar bersama Kementerian
Lingkungan Hidup sejak tahun 2014 semakin
memperkuat keberlanjutan kegiatan konservasi
melalui penanaman pohon kayu dan buah di
daerah resapan. Koperasi juga aktif menjalin
kolaborasi dengan Tim Koordinasi dan Fasilitasi
Konservasi Sumber Daya Air Kabupaten
Magelang untuk mengembangkan model
konservasi partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Magelang
menunjukkan komitmen kuat melalui
penyelarasan program kerja Bupati dengan
inisiatif masyarakat dalam pengelolaan dan
konservasi sumber daya air. Forum Koordinasi
Pengelolaan DAS Progo juga memainkan peran

strategis dalam menjaga kesinambungan
program melalui sinergi, sinkronisasi, dan
koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, akademisi
berkontribusi melalui risetilmiah dan penerapan
teknologi tepat guna, sementara dunia
usaha (DUDI) berperan dalam menyediakan
infrastruktur serta solusi teknologi ramah
lingkungan. Lingkungan alam sebagai heliks
kelima dalam QHI tidak hanya menjadi objek
konservasi, tetapi juga sumber inovasi yang
mendorong kesadaran ekologis masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian
ini mengonfirmasi bahwa pendekatan QHI
dapat dioperasionalkan secara efektif dalam
pengelolaan sumberdayaairberbasis masyarakat.
Aspek-aspek krusial dalam pendekatan QHI
terletak pada kuatnya kelembagaan lokal,
keterlibatan multipihak, dan integrasi nilai
ekologis dalam setiap tahapan pengelolaan.
Namun, keberhasilan ini juga menyiratkan
pentingnya dukungan kebijakan jangka panjang,
peningkatan kapasitas masyarakat, serta
replikasi model ke wilayah lain yang masih
mengalami Krisis air bersih.

Temuan ini mengukuhkan bahwa model
Quintuple Helix Innovation bukan hanya kerangka
konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan
secara kontekstual melalui praktik kolaboratif
yang berbasis pengetahuan, keberlanjutan
ekologi, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi
antara kelima heliks, pemerintah, akademisi,
dunia usaha dunia industri, masyarakat, serta
lingkungan, sehingga membentuk ekosistem
inovasi yang mampu menghadirkan tata kelola
sumber daya air yang adaptif, inklusif, dan
berkelanjutan. Hasil penelitian ini tidak hanya
menegaskan relevansi QHI sebagai pendekatan
dalam menghadapi krisis air bersih di era
perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang
penguatan kapasitas lokal sebagai fondasi utama
transisi sosio-ekologis dalam pembangunan
berkelanjutan di tingkat lokal.

Sebagai sintesis dari berbagai temuan
empiris yang diperoleh melalui studi lapangan,
wawancara mendalam, dan dokumentasi,
penelitian ini berhasil memetakan hubungan
antara lembaga pengelola air bersih berbasis
masyarakat dengan lima unsur utama dalam
model Quintuple Helix Innovation (QHI),
yaitu: pemerintah (government), akademisi
(academician), dunia usaha dunia industri
(business), masyarakat (community), dan
lingkungan (environment). Pengelolaan
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Gambar 1. Konseptualisasi Hasil Penelitian
Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

air bersih yang dilakukan oleh Koperasi
Darmowarih Tirtolestari tidak hanya bersandar
pada aspek teknis distribusi air, tetapi juga
menyentuh dimensi sosial berupa desentralisasi
pengambilan keputusan, proses belajar kolektif,
pemberdayaan kelembagaan, serta orientasi
keberlanjutan yang kuat.

Temuan ini kemudian dikembangkan dalam
bentuk visual konseptualisasi untuk memetakan
dinamika hubungan antarelemen QHI dalam
konteks pengelolaan air bersih. Gambar berikut
menggambarkan secara sistematis bagaimana
proses pengelolaan yang dilakukan koperasi
berjalan secara sinergis dengan unsur-unsur
eksternal melalui proses koordinasi, sinkronisasi,
dan kolaborasi multipihak. Model ini menjadi
kerangka kerja untuk memahami keberhasilan
pengelolaan air berbasis masyarakat yang
terdesentralisasi namun terhubung dengan
sistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
pendekatan Quintuple Helix Innovation (QHI)
sebagaimana dikembangkan oleh Carayannis
dan Campbell (2010) menjadi pendekatan yang
mampu diterapkan secara kontekstual dalam
pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat
di Lereng Gunung Sumbing, Kabupaten
Magelang. Model ini menekankan bahwa inovasi
yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui
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interaksi lima subsistem utama: pemerintah
(government), akademisi (academician), dunia
usaha dunia industri (business), masyarakat
(community), dan lingkungan (environment).
Dalam konteks ini, sinergi antar lima aktor QHI
telah menghasilkan inovasi sosial, kelembagaan,
dan teknologi menjadikan masyarakat bisa
mengelola sumber daya air secara mandiri, adil,
dan adaptif terhadap tantangan ekologis.
Peran pemerintah sebagai aktor institusional
dalam heliks pertama sangat menonjol dalam
tahap awal, yaitu penyediaan infrastruktur,
regulasi, dan fasilitasi pendanaan. Namun
demikian, kelemahan muncul karena belum
adanya policy roadmap atau blueprint strategis
untuk mereplikasi model ini ke wilayah lain yang
mengalami kekeringan. Hal ini menunjukkan
bahwa unsur government belum optimal dalam
fungsi difusi inovasi dan kelembagaan lintas
wilayah. Aktor akademisi (heliks kedua) telah
memainkan peran signifikan sebagai produsen
pengetahuan ilmiah dan teknologi, yakni melalui
kajian hidrologi, transfer teknologi, dan pelatihan
masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan akademisi
cenderung berhenti pada fase awal proyek dan
belum mengakar dalam pendampingan jangka
panjang, yang menurut Carayannis (2010)
seharusnya menjadi inti dari ekosistem inovasi
yang berkelanjutan. Pemerintah juga belum
memiliki komitmen untuk mereplikasi model
pengelolaan bank air berbasis masyarakat
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ke wilayah lain yang membutuhkan. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun pemerintah
berperan dalam pengelolaan bank air, tetapi
belum ada inisiatif untuk mengembangkan dan
mengadopsi inovasi serupa di desa-desa lain lain
yang mengalami kekeringan,

Pengambilan kebijakan yang tepat sasaran
seharusnya didasarkan pada data yang
komprehensif terkait ketersediaan sumber
daya air, potensi wilayah, serta kebutuhan
masyarakat. Meskipun model ini terbukti efektif,
tetapi tanpa adanya kebijakan yang tepat,
terstruktur, dan terencana, pengembangan di
desa atau kecamatan lain yang rawan kekeringan
sulit dilakukan. Monitoring dan evaluasi (monev)
terhadap pengelolaan bank air bersih juga terus
dilakukan, tetapi dialog untuk memunculkan
inisiatif baru masih sebatas wacana. Hal ini
menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan
masih cenderung bersifat pasif dan belum
proaktif dalam mendorong solusi inovatif di
desa-desa lain. Pengembangan model QHI di
desa atau kecamatan lain dianggap memerlukan
biaya besar dan keterlibatan teknis yang
kompleks karena saatini program pembangunan
infrastruktur bank air belum menjadi rencana
prioritas daerah. Selain itu, beberapa desa
yang mengalami krisis air bersih juga belum
memiliki kapasitas SDM dan kelembagaan di
masyarakat yang cukup kuat untuk mengambil
alih peran seperti yang dilakukan oleh Koperasi
Darmowarih Tirtolestari.

Dilevel pemerintah desa, model ini juga belum
cukup dikenal atau dipahami karena keterbatasan
sosialisasi dan kurangnya dialog lintas sektor
antara pemerintah desa dan masyarakat
lokal dengan pemerintah daerah, akademisi,
dan stakeholders pendukung lain yang dapat
menghambat penyebaran inovasi ke desa-desa
lain. Hal inilah yang menjadi alasan diperlukannya
kesadaran dan komitmen pemerintah untuk
mengadopsi dan mengembangkan model QHI
berbasis masyarakat di kawasan lain agar dapat
meningkatkan ketersediaan air bersih secara
berkelanjutan dan mengurangi dampak krisis
air bersih di desa-desa yang rentan kekeringan.
Potensi keberhasilan model ini sangat besar. Jika
pemerintah mampu memainkan perannya secara
proaktif dan melibatkan semua elemen QHI
dalam proses pengelolaan dan pengembangan
kebijakan ini maka tidak mustahil jika Kabupaten
Magelang “benar-benar” menjadi “cawan air” bagi
daerah hilir. Diperlukan juga peran pemerintah

dalam menginisiasi kebijakan berbasis bukti
(evidance-based policy) yang memadai dan bisa
memberdayakan masyarakat secara integratif dan
komprehensif, bukan hanya secara parsial atau
hanya menyusun kebijakan "by order”.

Selain itu, kurangnya pendampingan
berkelanjutan dari akademisi setelah infrastruktur
atau teknologi diterapkan. Akademisi dari UGM dan
UPN Veteran Yogyakarta misalnya cenderunglebih
fokus pada fase awal penelitian dan implementasi
proyek, tetapi kurang terlibat dalam memantau
perkembangan dan masalah jangka panjang yang
dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan
bank air bersih. Hal ini dapat menyebabkan
masyarakat kesulitan mengatasi kendala teknis
atau manajemen setelah proyek berjalan. Selain
itu, bahasa teknis dan akademik yang digunakan
dalam penelitian atau sosialisasi teknologi menjadi
hambatan awal bagi masyarakat lokal untuk
mempraktikkan pengetahuan yang diberikan
sehingga transfer pengetahuan kurnag optimal
dan masyarakat membutuhkan ahli dari luar
untuk pendampingan praktik transfer teknologi.
Namun demikian, hingga saat ini pengelola
selalu mengembangkan kemitraan dengan
akademisi dari perguruan tinggi lainnya sehingga
pendampingan berkelanjutan terus dilakukan
dengan mengedepankan bahasa yang lebih
membumi dan mudah dipahami masyarakat lokal.

Keterlibatan dunia usaha dan industri
(heliks ketiga), seperti CV Tata Reka dan PDAM,
telah berkontribusi dalam aspek teknis dan
infrastruktur. Namun, keterlibatan mereka masih
berorientasi proyek dan belum menyatu dalam
kerangka corporate sustainability sebagai bagian
dari tanggung jawab sosial dan lingkungan
(TJSL) perusahaan, sebagaimana semangat
QHI yang mendorong keberlanjutan sosial
dan lingkungan melalui keterlibatan sektor
bisnis. Sementara itu, masyarakat (community)
sebagai heliks keempat yang menjadi aktor
pengelola utama melalui Koperasi Darmowarih
Tirtolestari masih memiliki keterbatasan
kapasitas manajerial maupun keterampilan
teknis dalam menjalankan koperasi secara
efisien. Kelembagaan koperasi yang merupakan
manifestasi social innovation yang berfungsi
dalam: pendistribusian, penetapan tarif,
pemeliharaan, dan pengambilan keputusan
kolektif, masih belum bisa secara inklusif
menjadi representasi dari seluruh masyarakat
pengguna air bersih. Kelembagan yang lemah
menjadilan proses penanganan masalah yang
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lebih kompleks, seperti kerusakan infrastruktur
yang besar atau inovasi teknologi baru, masih
terhambat. Aplikasi QHI masih terbatas untuk
mengatasi masalah teknis yang muncul dalam
pengelolaan sehari-hari, sehingga keberlanjutan
pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat
masih sulit diadopsi bagi daerah lain karena
support system yang tersedia masih didominasi
oleh kelompok-kelompok elitis.

Lingkungan (environment) sebagai heliks
kelima dalam teori QHI bukan hanya diposisikan
sebagai objek yang harus dilindungi, melainkan
sebagai aktor produksi inovasi itu sendiri. Dalam
konteks Lereng Gunung Sumbing, sumber daya
alam berupa mata air dan kondisi ekologi hulu
menjadi fondasi keberlanjutan sistem bank
air. Namun, temuan penelitian menunjukkan
bahwa ancaman deforestasi, konversilahan, dan
degradasi lingkungan telah mulai menurunkan
daya dukung ekologis. Hal ini menandakan
perlunya transisi ekososial (eco-social transition)
dalam kerangka QHI, di mana lingkungan tidak
hanya dipandang sebagai faktor pasif, tetapi aktif
dalam membentuk perilaku inovatif aktor-aktor
lain melalui tekanan dan insentif ekologis. Perlu
adanya regulasi dan intervensi pendidikan di
tingkat dasar yang mendorong transisi ekososial
dalam kerangka QHI.

Berdasarkan pendekatan QHI, keberhasilan
pengelolaan bank air bersih tidak bisa dipisahkan
dari dinamika interaksi lima heliks secara
simultan dan setara. Ketika salah satu heliks
lemah, seperti peran lingkungan yang terancam
atau sektor bisnis yang belum berkontribusi
dalam peogran T]SL secara jangka panjang,
maka sistem inovasi akan menjadi timpang dan
tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan sistemik yang mendorong integrasi
kelima heliks secara berimbang, termasuk
dalam bentuk insentif fiskal untuk sektor
industri, skema pembiayaan kolaboratif, serta
peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
berbasis lingkungan.

Sebagai sintesis dari berbagai temuan
empiris yang diperoleh melalui studi lapangan,
wawancara mendalam, dan dokumentasi,
penelitian ini berhasil memetakan hubungan
antara lembaga pengelola air bersih berbasis
masyarakat dengan lima unsur utama
dalam model Quintuple Helix Innovation
(QHI), yaitu akademisi (academician), dunia
usaha (business), masyarakat (community),
pemerintah (government), dan lingkungan
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(environment), sehingga pengelolaan bank
air bersih yang dilakukan oleh Koperasi
Darmowarih Tirtolestari tidak hanya bersandar
pada aspek teknis distribusi air, tetapi juga
menyentuh dimensi sosial berupa desentralisasi
pengambilan keputusan, proses belajar kolektif,
pemberdayaan kelembagaan, serta orientasi
keberlanjutan sosial dan ekologis yang kuat.

Penelitian ini juga mencatat keterbatasan
dalam implementasi model QHI secara luas.
Model yang berhasil di Lereng Gunung Sumbing
belum diadopsi di 54 desa lain yang mengalami
krisis air bersih. Hal ini menunjukkan
bahwa keberhasilan lokal belum mampu
ditransformasikan menjadi inovasi sistemik
yang terinstitusionalisasi secara kebijakan dan
kelembagaan. Maka, model QHI perlu dilihat
tidak hanya sebagai kerangka kerja kolaboratif,
tetapi juga sebagai sistem pembelajaran sosial
yang terus dikembangkan melalui dialog antar
heliks, berbasis data, dan sensitivitas lokal.

Terakhir, keterbatasan penelitian ini
terletak pada cakupan wilayah studi yang masih
bersifat studi kasus dan belum menguji secara
longitudinal sejauh mana integrasi antar heliks
memengaruhi keberlanjutan sistem. Penelitian
selanjutnya disarankan untuk mengembangkan
indikator integrasi QHI secara kuantitatif,
mengevaluasi performa masing-masing heliks,
serta menelusuri model replikasi yang sesuai
dengan konteks sosial-ekologis daerah lain.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa QHI
tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi
juga operasional dalam mendorong inovasi
berbasis masyarakat yang tangguh, adil, dan
Lestari. Namun demikian, keberhasilan aplikasi
QHI tidak bisa diartikan sebagai keberlanjutan
tanpa intervensi kebijakan yang strategis dan
partisipatif. Replikasi model QHI memerlukan
dukungan kelembagaan, pendanaan jangka
panjang, kebijakan berbasis bukti, serta
penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi
lintas sektor. Tanpa upaya sistemik, model yang
berhasil hanya akan menjadi praktik baik yang
terisolasi dan tidak mampu menjawab tantangan
air bersih secara lebih luas di Kabupaten
Magelang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa model
Quintuple Helix Innovation (QHI) mampu
menciptakan tata kelola bank air bersih
berbasis masyarakat yang partisipatif, adaptif,
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dan berkelanjutan. Penerapan QHI dalam
pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat
di Lereng Gunung Sumbing telah memberikan
dampak nyata dalam mengatasi krisis air bersih
secara berkelanjutan. Bukti efektivitas model ini
terlihat dari keberhasilan distribusi air ke 9 desa
tanpa intervensi dropping air dari BPBD sejak
tahun 2010, terbentuknya koperasi yang mandiri
secara kelembagaan dan keuangan, serta adanya
aksi konservasi tahunan berbasis SHU koperasi
sebesar 5%. Koperasi Darmowarih Tirtolestari
menjadi aktor sentral dalam pengelolaan air
bersih di Lereng Gunung Sumbing, didukung
oleh sinergi antara pemerintah, akademisi,
dunia usaha (DUDI), dan masyarakatlokal. Peran
lingkungan sebagai elemen kelima dalam QHI
tidak hanya menjadi objek konservasi, tetapi
juga menjadi ruang ekologi pengetahuan dan
produksi inovasi yang menghubungkan dimensi
sosial, ekonomi, dan ekologis. Keterlibatan
aktif lima unsur QHI menciptakan sistem
pengelolaan air yang efisien melalui inovasi
kelembagaan, peningkatan kesadaran ekologis,
serta terbentuknya jaringan multipihak lintas
sektor sehingga menjadikan model ini layak
direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal.

Secara teoretik, temuan ini menguatkan
gagasan Carayannis dan Campbell (2010)
bahwa inovasi sosial-ekologis berbasis
kolaborasi multipihak dapat memperkuat
ketahanan masyarakat lokal terhadap krisis
lingkungan, termasuk Krisis air bersih. Model
QHI dalam konteks lokal ini mengaktualisasikan
pendekatan transdisipliner dan co-evolution
antara masyarakat, institusi, dan lingkungan
yang relevan dengan kerangka transisi sosio-
ekologis di era Society 5.0. Implikasi praktis
dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan
kelembagaan lokal, penyusunan kebijakan
berbasis bukti, serta perluasan jejaring
antaraktor menjadi kunci keberlanjutan dan
replikasi pengelolaan bank air bersih berbasis
masyarakat. Pemerintah perlu memiliki roadmap
strategis untuk mendukung replikasi model ke
wilayah lain yang mengalami krisis air. Dunia
usaha juga perlu memperluas kontribusinya
dalam skema tanggung jawab sosial lingkungan
(TJSL), sementara akademisi didorong untuk
terlibat secara berkelanjutan dalam proses
pendampingan teknis dan penguatan kapasitas
masyarakat.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak
pada ruang lingkup geografis yang terbatas pada

satu kawasan (Lereng Gunung Sumbing) serta
belum mengkaji secara mendalam aspek relasi
kuasa dan kepentingan ekonomi-politik yang
membentuk struktur ketimpangan tersembunyi
di balik kebijakan air bersih karena terbukti
efektivitas model QHI di Lereng Gunung Sumbing
belum mampu direplikasi secara luas akibat:
keterbatasan struktur kelembagaan, dominasi
aktor negara dan pasar, serta ketimpangan akses
masyarakat terhadap sumber daya, teknologi, dan
pengambilan keputusan. Meskipun kolaborasi
multipihak telah terbukti berhasil secara lokal,
praktik ini belum menyentuh akar masalah
ketidaksetaraan struktural dalam kebijakan
air bersih, termasuk minimnya komitmen
pendanaan yang masih berpijak pada logika
profit, serta dominasi pendekatan teknokratik
yang kurang berkelanjutan. Oleh karena itu,
pendekatan QHI perlu dikritisi dan diperdalam
melalui perspektif ekonomi-politik agar tidak
hanya bersifat kolaboratif secara prosedural,
tetapi juga transformatif secara struktural dan
berkeadilan secara sosial-ekologis.
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